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The law of objects is regulated in the Civil Code which consists of 
immovable law. The immovable property law consists of land which is 
agricultural land which can be converted into a public interest which is regulated 
in Act - 41/2009 concerning the Protection of Food and Agricultural Land and 
Law No. 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public 
Interest. The law clearly regulates that land which is agricultural land can be 
transferred in the public interest with conditions that must be met. How is the 
legal protection of the holders of immovable property due to the conversion of 
agricultural land in the public interest? This research is a normative legal 
research, which focuses on positive legal norms in the form of laws and 
regulations. The data used in this study are secondary data consisting of primary 
and secondary legal materials. Law, Civil Code, and Government Regulations. 
Secondary legal materials in the form of legal literature books and legal journals. 
Based on the results of research and discussion, it is concluded that the expert on 
the function of immovable objects based on Article 617 of the Civil Code explains 
that the transfer of a right to immovable property whether sold, transferred, 
burdened, or granted must be made an authentic deed, made by an authorized 
official. Expert functions of agricultural land for public purposes are legal based 
on Article 44 paragraph (2) and (3) of Law No. 41 of 2009 concerning Food 
Agricultural Land Protection with compensation provided by the government 
regulated in Article 36 of Law No. 2 of 2012 concerning Procurement of Land for 
Development in the Public Interest which explains the provision of compensation 
can be given in the form of money, replacement land, resettlement, share 
ownership or other forms agreed by both parties. If the meeting does not find an 
agreement, the related party has the right to submit an objection to the District 
Court within the period stipulated in the Act and if the holder of the property 
rights object to the court's decision, then he can file an appeal. 
 









Hukum benda diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata  yang 
terdiri atas hukum benda tidak bergerak. Hukum benda tidak bergerak terdiri 
atas tanah yang merupakan lahan pertanian yang demi kepentingan umum 
dapat dialih fungsikan yang mana diatur dalam Undang - Undangan No 41 
Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dan Undang-
Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  
Untuk Kepentingan Umum. Undang-undang  mengatur secara jelas suatu lahan 
yang merupakan lahan pertanian dapat dialih fusngsikan demi kepentingan 
umum dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Bagaimana perlindungan 
hukum terhadap pemegang hak atas benda tidak bergerak akibat alih fungsi 
lahan pertanian untuk kepentingan umum ? Penelitian ini merupakan penelitian 
hukum  normatif, yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan 
perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Pemerintah. 
Bahan hukum sekunder  yang berupa buku-buku literature hukum serta jurnal 
hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa ahli 
fungsi  benda tidak bergerak berdasarkan Pasal  617 KUHPerdata menjelaskan 
bahwa pengalihan suatu hak atas kebendan tidak bergerak baik karena dijual, 
dipindahtangankan, dibebani, maupun dihibahkan harus dibuatkan akta otentik, 
yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.  Ahli fungsi lahan pertanian untuk 
kepentingan umum adalah sah berdasarkan Pasal 44 ayat (2) dan (3) Undang - 
Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
dengan adanya ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah yang diatur 
dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mana menjelaskan 
pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, 
permukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh 
kedua belah pihak. Apabila  dalam musyawarah tidak menemukan kata sepakat 
maka pihak terkait berhak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri 
dengan jangka waktu yang telah diatur dalam Undang-undang dan apabila 
pihak pemegang hak milik keberatan atas putusan pengadilan maka dapat 
mengajukan kasasi. 
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A. Latar Belakang 
Indonesia adalah negara agraris yang mana sebagian besar penduduknya 
mencari  nafkah dengan bercocok tanam. Tanah merupakan bagian dari hak 
kebendaan, hak kebendaan terdiri dari hak benda bergerak dan tidak bergerak. 
Hak kebendaan merupakan  satuan hak  yang dimiliki oleh langsung dari orang 
perorangan terhadap suatu benda baik benda bergerak, maupun benda tidak 
bergerak dalam hal ini salah satunya tanah. Suatu bidang tanah akan dikatakan  
merupakan hak milik dari perseorangan maupun kelompok apabila adanya 
kepastian hukum dalam bentuk sertifikat kepemilikan hak atas tanah. Selain  hak 
milik pribadi,  hak atas tanah juga terdiri atas hak ulayat yang dipunyai oleh 
masyarakat hukum  adat dan tanah negara. Tanah Negara menurut Maria S.W. 
Sumardjono penggunaan istilah tanah Negara, sesungguhnya merupakan  tanah  
yang  awalnya  merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakat tetapi tidak 
memiliki sertifikat sebagai penanda keaslian dari suatu kepemilikan tanah pada 
masa penjajahan atau tanah milik pemerintahan kolonel sehingga terjadi 
pengambilalihan hak dari masyarakat yang beralih hak kepemilikannya terhadap 
Negara
1
.  Pasca  kemerdekan kepemilikan hak atas tanah diatur lebih lanjut dalam 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  peraturan Dasar Pokok Agraria 
(selanjutnya disebut UUPA). 
Hak  menguasai yang dimiliki oleh negara tidak hanya mencakup hak 
atas tanah yang dimiliki oleh negara melainkan juga terhadap tanah yang telah 
diberikan Hak Kepemilikan, baik secara perorangan maupun kelompok. Atas 
dasar  hak ini, dan demi  kepentingan umum,  maka sewaktu-waktu negara dapat 
mengambil alih tanah, yang awalnya milik perorangan. Prinsip ini dikenal dengan 
asas fungsi sosial,  dalam  hal ini tanah  yang  merupakan  kepunyaan  
peseorangan  atau  kelompok yang mana bersifat prifat dapat sewaktu-waktu 
diahli fungsikan oleh negara apabila itu berkaitan dengan kepentingan umum. 
Meskipun pengalihan tanah tersebut seharusnya didasarkan atas kata sepakat dari 
kedua belah pihak yang mana nantinya dapat terjadi ganti kerugian oleh penguasa, 
namun dalam keadaan yang memaksa penguasa dalam hal ini pemerintah dapat 
mengalihkan tanah tersebut secara paksa. Pengalihan hak kebendaan  tidak 
bergerak diatur dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 617 
KUHPerdata menjelaskan bahwa pengalihan suatu hak atas kebendan tidak 
bergerak baik karena dijual, dipindahtangankan, dibebani, maupun dihibahkan  
harus dibuatkan  akta otentik, yang dibuat oleh pejabat yang berweang. 
Pada era saat ini banyak sekali tanah yang mana merupakan lahan 
berkurang khusunya lahan pertanian, yang banyak terjadi ahli fungsi menjadi 
perumahan, perkotaan, hotel dan  bermacam  fasilitas-fasilitas umum yang mana 
bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Ahli fungsikan lahan pertanian 





mengatasi hal tersebut pemerintah membuat peraturan yang mana setiap daerah 
juga diberi kewenangan untuk dapat membuat sendiri aturannya dengan tidak 
menyampingkan  peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai dasar yaitu 
Undang-Undang.  Aturan mengenai lahan pertanian pangan diatur dalam Undang-
Undang No.41 Tahun 2009 Tentang  yang mana peralihan lahan pertanian dalam 
Undang-Undang dilarang, dilindungi serta tidak dibenarkan adanya peralihan  
fungsi  lahan pertanian pangan, akan tetapi apabila peralih fungsi lahan pertanian 
pangan  bertujuan  kepentingan umum  maka diperbolehkan hal ini diatur dalam 
dalam pasal 44 ayat (2) dan (3). Peralihan lahan tersebut diperbolehkan dengan 
adanya syarat-syarat  yang harus dipenuhi terlebih dahulu. 
Yogyakarta merupakan kota dengan lahan pertanian yaitu sawah yang 
luas dan terbagi di beberapa tempat. Lahan pertanian yaitu sawah merupakan 
lahan untuk  bercocok tanam, yang  mana sebagian  besar  masyarakat Yogyakarta 
bermata pencarian sebagai petani. Tujuan dari bercocok tanam pada lahan 
pertanian , untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara pribadi dan kebutuhan 
masyarkat. Lahan pertanian  ditetapkan untuk dilindungin dan dimanfaatkan. 
Salah  satu peralihan fungsi lahan pertanian ialah pembangunan Tol Jogja-Solo 
yang mana banyak lahan pertanian yang alih fungsinya untuk kepentingan umum 
khusunya dalam  pembuatan  jalan tol. Peralihan lahan pertanian ini menimbulkan 
dampak yang baik secara  positif  maupun negatif.  Dampak positif dari adanya 
peralihan lahan ini ialah adanya pembaruan fasilitas jalan yang mempermudah 
serta menghemat waktu perjalanan, jalan yang lebih luas serta terhindar dari 





ialah lahan produktif  yang digunakan untuk menanam padi semakin berkurang 
dan pekerjaan sebagai petani berkurang dari hari ke hari. Berkurangnya jumlah 
produksi pertanian mengakibatkan ketersediaan pangan berkelanjutan ikut 
berkurang dan hal ini menyebakan kecemasan tersendiri bagi masyarakat. 
Permasalahan pengalih fungsian lahan pertanian ke non pertanian dengan 
keterangan sebagai pemenuhan kepentingan umum  menjadi sarana untuk 
mengalihkan lahan pertanian pangan. Aturan yang ada dalam peraturan 
perundang-undangan menjadi salah satu penyebab beralihnya lahan pertanian 
yang mana dalam Undang-Undang  menjelaskan bahwa lahan pertanian pangan  
tidak dibenarkan untuk ahli fungsi dan harus dimanfaatan untuk menghasilkan 
pangan pokok, tetapi dalam peraturan yang sama juga mengizinkan untuk 
dialihkan untuk kepentingan umum. Dengan demikian penafsiran untuk tetap 
menggunakan  lahan  pertanian pangan demi kepentingan umum dapat terus 
dilakukan. Permasalahan yang timbul ialah apabila lahan pertanian pangan terus 
dialih fungsikan untuk kepentingan umum  maka  lahan  pertanian yang 
digunakan untuk  lahan  pangan pun akan semakin berkurang dan terancam 
hilang, sehingga masyarakat yang memiliki hak atas lahan pertanian harus 
mendapat perlindungan akan hak-haknya. Dapat dilihat di Yogyakarta sendiri 
banyak  lahan yang telah dialih fungsikan untuk kepentingan umum. Bandara di 
Kulon Progo yang memakai lahan pertanian dan jalan Tol Jogja-Solo dan masih 
banyak lagi pengalihan fungsi lahan pertanian. 
Berdasarkan kasus pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi non 





mengambil judul kajian penelitian ―PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 
PEMEGANG HAK ATAS  BENDA TIDAK BERGERAK AKIBAT PENGALIH 
FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM’’. 
Pengambilan judul oleh penulis bertujuan untuk mengetahui upayah hukum apa 
saja  yang  dapat diperoleh oleh pemilik hak atas benda tidak bergerak dalam hal 
ini tanah. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut,  maka rumusan masalah yang akan 
dibahas adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak benda tidak 
bergerak akibat pengalih fungsian lahan pertanian untuk kepentingan 
umum? 
2. Apa yang dimaksud dengan ganti untung dan apakah dalam Undang-
Undang mengenal ganti untung dalam hal menganti hak-hak yang dimiliki 
oleh pemilik lahan pertanian? Bagaimana penerapan ganti rugi yang 
diberikan? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan penulis 
yakni: 
1. Untuk mengetahui perlindungan hukum benda tidak bergerak akibat 





2. Untuk mengetahui apa itu ganti untung serta apakah dalam Undang-
Undang mengenal ganti untung dalam hal menganti hak-hak yang 
dimiliki oleh pemilik lahan pertanian serta bagaimana penerapan ganti 
rugi yang diberikan apabila terjadi ahli fungsi lahan pertanian untuk 
kepentingan umum. 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan baik 
secara teoritis maupun kepentingan praktis.  Adapun  manfaat yang didapat ialah : 
1. Manfaat Teoritis 
Dalam penelitian ini penulis berharap hasilnya mampu memberikan 
penjelasan dan pemahaman lebih mendalam mengenai perlindungan 
hukum hak kebendaan tidak bergerak terhadap ahli fungsi lahan pertanian 
yang ditujukan untuk kepentingan umum. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Pemerintah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber 
masukan untuk menyusun  produk  hukum  yang  berkaitan dengan 
perlinndungan  lahan pertanian khususnya lahan pertanian pangan 
dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, 
khususnya dibidang perlindungan lahan pertanian 
b. Bagi Masyarakat diharapkan dapat menjadi sumber ilmu 
pengetahuan dalam pemahaman akan peralihan lahan pertanian 





pelaksanaannya, agar dapat membantu pihak-pihak yang terkait 
dengan masalah yang sama dengan yang diteliti. 
c. Bagi Pemilik Hak atas lahan pertanian tersebut diharapkan dapat 
menjadi masukan memperoleh hak-hak yang wajib diterima 
apabila adanya peralih fungsian lahan pertanian tersebut. 
E. Keaslian Penelitian  
Dari  hasil penelusuran yang dilakukan penulis di Perpustakaan Fakultas 
Hukum  Atmajaya  Yogyakarta,  penulis tidak menemukan adanya pengambilan 
topik penelitian yang sama dengan yang akan di teliti penulis.pengambilan topik 
penelitian skripsi mengenai perlindungan hukum kebendaan terkait peralihan 
fungsi lahan pertanian untuk kepetingan umum. Penelitian  yang terkait namun 
dengan pembahasan yang berbeda penulis temukan dalam beberapa penelitian 
yang dilakukan oleh :  
1) Judul Skripsi 
Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Tempat Tinggal 
Setelah Berlakunya Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun 
a. Identitas Penulis 
Nama        : Elvi Morina Sitepu 





Program Kekhususan  : Hukum Pertanahan dan    Lingkungan , Hidup Fakultas 
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
b. Rumusan Masalah 
Bagaimana Pelaksanan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk tempat 
tinggal setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Simalungun? 
c. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan alih fungsi tanah  
pertanian ke non pertanian untuk tempat tinggal setelah berlakunya Peraturan 
Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten 
simalungun. 
d. Hasil penelitian 
Bahwa sebagian besar (70%) masyarakat di kabupaten Simalungun telah 
menjalankan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk tempat tinggal 
sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang telah ditetapkan yaitu 
peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 Tentang  Rencana Tata Ruang wilayah 
Kabupaten simalungun. Proses pelaksanaan alih fungsi yaitu dengan melakukan 
pengeringan terlebih dahulu, terhadap kawasan kawasan peranian lahan basah. 
Setelah dilakukan pengeringan , lahan tersebut dapat dialih fungsikan dengan 
syarat syarat tertentu yang diatur oleh Pemerintah daerah setempat. Oleh  karena 
itu masyarakat di kabupaten simalungun telah melaksanakan proses alih fungsi 





ruang wilayah yang aman, nyaman,produktif, dan berkelajutan melalui 
pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan yang 
berkesinambungan sesuai dengan kebijakan pembangunan serta pemerataan 
pembangun. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah terlihat dari Rumusan 
Masalah penelitian ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan Alih Fungsi tanah pertanian 
ke non pertanian untuk tempat tinggal setelahberlakunya peraturan daerah nomor 
10 tahun 2012 tentang Rencana tata ruang wilayah kabupaten simalungun, 
sedangkan permasalahan penelitian saya adalah Bagaimana perlindungan hukum 
kebendaan terkait peralihan fungsi lahan pertanian untuk kepentingan umum dan 
ganti rugi yang diterima. 
2). Judul Skripsi 
Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Tempat 
Tinggal Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Bantul 
a. Identitas Penulis 
Nama                : Prisilia Lambage 
NPM                 : 120510980 
Program Kekhususan   : Hukum Pertanahan Pembangunan dan Lingkungan Hidup 
Universitas Atma Jaya  Yogyakarta 





Apakah Pelaksanaan Alih fungsi tanah Pertanian ke non Pertanian  untuk 
perumahan di Kabupaten Bantul, sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No 4 
tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten Bantul. 
c. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui Alih Fungsi tanah Pertanian ke non Pertanian Untuk 
Tempat Tinggal di kabupaten Bantul telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 
4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Bantul. 
d. Hasil Penelitian 
Pelaksanaan Alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk tempat 
tinggal di Kabupaten Bantul,Sebagian besar sudah menjalankan alih fungsi tanah 
pertamian ke non pertanian menjadi rumah tinggal sudah sesuai dengan prosedur 
sebagaimanan diatur dalam peraturan daerah nomor 4 Tahun 2011 Tentang 
Rencan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Adapun 
prosedur Alih Fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian Untuk tempat tinggal di 
Kabupaten Bantul, Bahwa setiap masyarakat yang ingin  melakukakan Alih 
Fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian arus melakukan izin lokasi untuk 
perusahaan (developer) yang tanah nya luasnya sama dengan atau lebih 1 hektar. 
Ijin perubahan penggunaan tanah (IPPT) untuk perseorangan yang luas Tanahnya 
kurang dari 0,05 hektar, ijin klarifikasi untuk perorangan/Badan Hukum yang  
luastanahnya kurang dari 1 hektar, dan disesuaikan dengan penataan ruang yang 
berlaku. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah terlihat dari Rumusan 





ke non pertanian untuk tempat tinggal di kabupaten Bantul Sudah  sesuai dengan 
Peratuaran Daerah Nomor 4 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah 
Kabupaten Bantul, sedangkan permasalahan penelitian saya adalah Bagaimana 
perlindungan hukum kebendaan terkait peralihan fungsi lahan pertanian untuk 
kepentingan umum dan ganti rugi yang diterima. 
3). Judul Skripsi 
Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Tempat Tinggal 
Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 
a. Identitas Penulis 
Nama        : Sherly Permata Sari 
NPM       : 120510976 
Program kekhususan   : Hukum Pertanahan dan Lingkuan Hidup  Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta 
b. Rumusan Masalah 
1) Bagaiman Alih fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian untuk tempat tinggal 
setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman ? 
2)  Apa saja Hambatan hambatan yang timbul dalam proses Alih Fungsi Tanah 





Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Recana Tata Ruang wilayah Kabupaten 
Sleman. 
c. Tujuan Penelitian 
1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaiman pelaksanaan Alih Fungsi Tanah 
Pertanian Ke non Pertanian untuk tempat tinggal setelah berlakunya Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun  2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Sleman. 
2) Untuk mengetahui dang menganalisis mengenai Hambatan apa saja dalam 
Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian Untuk tempat tinggal 
setelah berlakunya Peraturan Daeran Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah kabupaten Sleman. 
d. Hasil Penelitian 
Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian Untuk 
Tempat Tinggal di Kabupaten Sleman, Sebagian besar sudah menjalankan Alih 
Fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian menjadi tempat tinggal pada Tahun 
2004, sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 Tentang izin Peruntukan Penggunaan 
Tanah dan Peraturan Daerah Nomor12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Sleman. Adapun Prosedur Alih Fungsi Tanah Pertanian ke 
Non Pertanian Untuk tempat Tinggal di Kabupaten Sleman, bahwa setiap 
masyarakat yang ingin melakukan Alih Fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian 





bangunan, dan disesuaikan dengan penataan ruang yang berlaku. Perbedaan 
penelitian ini dengan penulis adalah terlihat dari Rumusan Masalah penelitian ini 
yaitu Bagaiman Alih fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian untuk tempat 
tinggal setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman, sedangkan permasalahan 
penelitian saya adalah Bagaimana perlindungan hukum kebendaan terkait 
peralihan fungsi lahan pertanian untuk kepentingan umum dan ganti rugi yang 
diterima. 
F. Batasan Konsep 
1. Pengertian Benda 
Kebendaan  merupakan  kata yang berdasar dari benda, yang mana 
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebendaan  merupakan sesuatu 
yang berhubungan dengan benda, sesuatu yang berupa atau bersifat benda. 
Kebendaan sendiri merupakan tiap-tiap barang dan tiap hak yang dapat 
dikuasai oleh pemilik dalam hal ini orang yang memilliki hak milik. 
Disamping  kebendaan tersebut terletak hak atas kebendaan yang mana 
bertujuan untuk menguasai kepunyaan seseorang atas benda tanpa 
diganggu oleh orang lain. Berdasarkan KUHPerdata Pasal 499 benda ialah 








2. Pengertian Benda Tidak Bergerak  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tidak Bergerak merupakan 
tidak berpindah dari tempat atau kedudukan dengan kata lain diam. Benda 
tidak bergerak merupakan benda yang mana dalam pasal 506 ayat (1) 
sampai (5) mengatur tentang pekarangan dan apa saja yang didirikan 
diatasnya, pohon-pohon dan tanaman ladang yang akarnya menancap 
dalam tanah, buah-buah  pohon yang belum dipetik, maupun barang-
barang tambang, kayu tebangan baik yang berasal dari hutan maupun 
pohon yang berbatang tinggi,  selama kayu-kayu tersebut belum dipotong,  
pipa-pipa dan got-got yang diperuntukan guna menyalurkan air. Dalam 
peruntukannya diatur dalam  pasal 507 ayat (1) sampai (4) yang mana 
diperuntukan untuk perusahaan pabrik, perumahan, kepemilikan tanah, 
pembangunan gedung yang berasal dari perombakan gedung. 
3. Pengertian Ahli Fungsi 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ahli fungsi ialah 
berpindah fungsi.  Ahli  fungsi tanah merupakan kegiatan perubahan tanah 
yang mana dalam  hal ini tanah sebagai lahan  pertanian dari suatu 
kegiatan kepada kegiatan yang lainya. Ahli fungsi lahan pertanian 
merupakan  pengalihan atau perpindahan fungsi lahan pertanian sebagai 
non pertanian dalam hal ini salah satunya untuk kepentingan Umum. Ahli 
fungsi  tanah dalam  hal ini lahan  pertanian  diatur dalam UU No.41 
Tahun 2009  Pasal 44 ayat  (3) yang mana peralihannya dapat dilakukan 





fungsi lahan, dibebaskan kepemilikannya dari hak milik dan disediakan 
lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan apabila 
terjadi ahli fungsi lahan pertanian 
4. Pengertian Lahan Pertanian 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pertanian ialah 
mengusahakan tanah dengan tanam  menanam.Lahan pertanian merupakan 
sebagian tanah yang difungsikan sebagai tempat utuk bercocok tanam. 
Dalam ketentuan Undang-Undang No.41 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pasal 1 angka 1 
lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu 
lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang 
mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek, geologi, dan 
hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. 
Pasal 1 angka 2 lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk 
usaha pertanian. 
5. Pengertian Kepentingan Umum 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepentingan merupakan 
keperluan, kebutuhan yang harus didahulukan. Kepentingan Umum 
merupakan suatu kebutuhan yang harus diutamakan terlaksanaanya yang 
mana kepentingan individu atau kelompok  tertentu dikesampingkan  
untuk dapat memenuhi terlaksannya suatu kepentingan umum. 





Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 angka 6 
Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat 
yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat. 
G. Metode Penelitian  
1.  Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang diambil ialah penelitian normatif. Penelitian hukum 
normatif  ialah penelitian yang berfokus pada norma hukum yang berupa 
perundang-undangan, peraturan tersebut berkaitan dengan ahli fungsi 
lahan pertanian. 
2.  Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif  ialah sumber data 
sekunder yang  terikat pada aturan hukum yang berlaku yaitu bahan 
hukum primer dan sekunder. 
a. Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang pada pokoknya 
bersumber dari peraturan hukum yang meliputi : 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
2) Undang-Undangan No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 





3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
4) Peratran Pemerintah No. 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan 
Ahli Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
5) Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 10 Tahun 2011 Tentang 
Perlindungan Lahan Pertannian Pangan Berkelanjutan. 
b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum  sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh 
dari buku, jural, laporan hasil penelitian, kamus hukum, surat kabar, 
internet dan fakta-fakta hukum. 
3. Cara Mengumpulkan Data 
a. Studi Kepustakaan  
Studi kepustakaan ialah studi yang dilakukan dengan mempelajari 
peraturan perundang-undangan, buku, surat kabar, mencari informasi 
melalui internet, fakta-fakta hukum, kamus hukum, dan jurnal atau dengan 
kata lain mempelajari hukum primer dan sekunder. 
4. Analisis Data 
Bahan hukum yang telah dianalisis sehingga menimbulkan suatu 
penilaian dan pendapat yang kemudian diolah menggunkan analisis 
kualitatif  yang  bersumber  pada kepustakaan yang  ditarik suatu simpulan 





metode  yang menarik simpulan dari permasalahan yang umum terhadap 
permasalahan konkrit yang dihadapi. 
H. Sistematik Penulisan Skripsi 
 Sistematik penulisan skripsi merupakan rancangan isi penulisan skripsi: 
 BAB I: PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah,rumusan masalah,tujuan 
penelitian,manfaat penelitian,keaslian penelitian,batasan konsep,metode 
penelitian,dan sistematik penelitian skripsi. 
BAB II: PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang Tinjauan Tentang Hukum Kebendaan, Tinjauan 
Benda Tak Bergerak, Tinjauan Ahli Fungsi Lahan Pertanian Untuk 
Kepentingan Umum, Tinjauan Ganti Untung dan Hasil Penelitian. 
BAB III: PENUTUP 
Bab Penutup terdiri dari kesimulan dan saran.kesimpulan berisi tentang 
jawaban dari rumusan masalah yang diteliti, dan saran yang berisi 










1. Upaya hukum yang dapat diberikan dalam perlindungan hak benda 
tidak bergerak akibat alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan 
umum adalah dengan  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan Negeri 
setempat untuk dapat  mempertahankan  hak-haknya sebagai 
pemegang  hak, apabila dalam  proses musyawarah ganti kerugian 
tidak dapat menemukan kata sepakat dan tidak mendapat hak-hak yang 
seharusnya di dapatkan. Apabila dalam putusan pengadilan pemegang 
hak belum merasa puas dan keberatan atas penetapan putusan 
pengadilan maka, pemegang hak dapat mengajukan kasasi. 
2. Ganti untung merupakan istilah yang dipersamakan dengan suatu   
ganti kerugian atas ahli fungsi lahan pertanian. Dalam pengaturannya 
ganti untung tidak diatur dalam peraturan perundang—undangan. 
Dalam kasus pembangunan tol Yogyyakarta-Solo ini pemerintah 
menyiapkan ganti kerugian berupa pemberian lahan pengganti atas 
lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada masyarakat setempat 
yang tanahnya dialih fungsikan seta pemberian besaran  uang  sebagai 
pengganti atas kerugian yang mereka dapatkan sebagai pengganti yang  







1. Dalam   Pasal-Pasal   KUHPerdata tidak memberikan pengaturan 
yang  jelas dan memadai terkait perlindungan  hukum  benda tidak 
bergerak. Yaitu  tidak diatur secara khusus mengenai upaya hukum 
yang dapat ditempuh oleh pemegang hak untuk dapat 
mempertahankan  haknya. Pengaturan yang kurang memadai 
tersebut memungkinkan terjdinya pemahaman yang berbeda-beda. 
Adanya  pengaturan terkai pelaksanaan  upaya hukum  serta hak-
hak yang dimiliki oleh pemegang hak dapat membantu 
penumbuhan pengetahuan  serta pemahaman pada masyarakat 
setempat agar  hak-hak mereka dapat dipertahankan. 
2.  Pemberian ganti rugi  haruslah sesuai dengan besaran  keuntungan  
yang  akan  di dapat. Sesuai dengan  harga tanah yang terdapat di 
daerah setempat. Dalam hal  ini pemerintah haruslah memberikan 
ganti rugi yang yang sepadan dan tidak memperlambat proses 
pemberian ganti rugi dikarenakan ganti rugi merupakan 
penghormatan atas hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak.  
Bagi masyarakat setempat untuk dapat memahami dengan betul 
akan pentingnya kepemilikan atas tanah secara sah agar dapat 
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